
Scanned with CamScanner 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
88 ayat (1) Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kata, yang 
mewajibkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan 
kcgiatan Rcses dalam rangka mcnyerap aspirasi 
masyarakat di dacrah pemilihan masing - masing; 

b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam 
pertanggungjawaban belanja penunjang kegiatan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara dalam pelaksanaan kegiatan Reses, maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tcntang Petunjuk Teknis Pclaksanaan Kcgiatan Rcses 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kcgiatan Reses Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mcngingat 

Menimbang 

BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR 2~ TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA UTARA, 
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tcntang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupatcn 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pcmcriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 181, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6396); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemcrintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5394); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 18 Tahun 2017 
tcntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pcdoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kola 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6197); 
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a. Bclanja makan minum sebagaimana dimaksud huruf 
b angka 5, didukung oleh bukti pertanggung jawaban 
bcrupa daftar hadir yang dihadiri Maksimal 50 (Lima 
Puluh) orang. 

Pasal4 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMRO 63 TAHUN 

2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
UTARA. 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pcngadaan Barang/Jasa Pemcrintah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

17. Pcraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Mentcri 
Dalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbcntukan Produk 
Hukum Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 133 Tahun 
2018 tentang Pcnyclesaian tuntutan ganti kerugian 
daerah tcrhadap Pegawai Ncgcri Bukan Bendahara 
atau pejabat lain (Berita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 161); 

19. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Kolaka Utara Nomor 2 
Tahun 2017 tcntang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 
2017 Nomor 2; 

20. Pcraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Ka bu paten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 
Tata Tertib Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara; 
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J ..... ,, KABUPATEN KOI.AKh ITTA DA 'T'ATTTTU ..... ~-, ··~· -~~ 

Diundangkan di Lasusua, 
pada tanggal, '2S ~\-crriw '202~ 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUP KOLAKA UTARA , 

Ditetapkan di Lasusua 
pad tanggal, 7S ~ 2023 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara. 

memerintahkan 

ini dcngan 
orang mcngetahuinya, 

peraturan Bupati 
Agar setiap 
pengundangan 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 9 

Laporan pcrtanggungjawaban kegiatan rcscs, diatur 
scbagai bcrikut: 
a. Laporan kegiatan rcses dilaksanakan olch masing­ 

masing anggota DPRD scbagai bahan kelcngkapan 
laporan pertanggungjawaban keuangan olch Anggota 
DPRD yang dilengkapi bukti pendukung bcrupa : 
1. Nota dari masing-masing komponcn pcmbiayaan 

kcgiatan; 
2. daftar hadir Peserta; 
3. daftar tanda terima transfor pcscrta; 
4. dokumentasi kegiatan; 
5. rangkuman hasil penycrapan aspirasi konstituen; 
6. surattugas;dan 
7. bukti pendukung lainnya. 

Pasal6 

b. Bclanja Transfortasi Pcscrta Reses scbagaimano 
dimaksud huruf b angka 4, clidukung oleh bukti 
pertanggungjawaban berupa daftar hadir yang dihadiri 
Maksimal 50 (Lima Puluh) orang. 
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